
 
 
 

 
 

 
 

WALIKOTA TEGAL 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL 
 

NOMOR  5  TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL 

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

WALIKOTA TEGAL, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal  311 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal bersama 

dengan Walikota Tegal telah menyempurnakan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 sesuai 

dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 
910/263/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal 

Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota 
Tegal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2016; 

    

  b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 

Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan 
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi; 
    

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 

Anggaran 2016; 
    

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

    

2. Undang-Undang . . . . .. 

SALINAN 
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  2.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 
    

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 
Barat ; 

    

  4.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 

Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  551); 
    

  5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

    

  6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

    

  7.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

    

 
 

  

 8.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
    

  9.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

    

  10.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
    

11. Undang-Undang . . . . . 
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  11.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah  beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor  9 Tahun  2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor  23 Tahun  2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
    

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3321); 

    

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 
    

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

    

  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten 
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4713); 
    

  16.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1089 Nomor 4); 
    

  17.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16 ); 
    

  18.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Daerah Kota  Tegal Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 3); 

    

  19.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 

4); 
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20. Peraturan Daerah . . . . . . 
 

 

  20.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 
7); 

    

  21.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 
2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal 

Nomor 9); 
    

  22.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 

2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal 
Nomor 10); 

    

   23.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal 
Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Tegal Nomor 11); 

    

  24.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perseroan 
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 13); 

    

  25.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 

(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 1); 
    

  26.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Tegal Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kota Tegal 
Tahun 2014 Nomor 18); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL 

 
Dan 

 
WALIKOTA TEGAL 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 

2016. 
 

  

Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2016 
sebagai berikut : 

a. Pendapatan . . . . . 
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a. Pendapatan Daerah Rp. 1.032.686.389.000,- 

b. Belanja Daerah Rp. 1.133.323.560.000,- 

 Surplus/(Defisit)  Rp. (100.637.171.000,-)   

c. Pembiayaan Daerah : 

 1. Penerimaan Rp. 105.790.644.000,- 

2. Pengeluaran Rp. 5.153.473.000,- 

  Pembiayaan Netto Rp. 100.637.171.000,- 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.                          0,- 

 
 

Pasal 2 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 258.668.643.000,-  

b. Dana Perimbangan sejumlah  Rp. 636.166.657.000,- 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 137.851.089.000,- 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari : 

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 48.736.351.000,- 

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 20.710.183.000,- 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan sejumlah Rp.    3.746.306.000,- 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sejumlah Rp.   185.475.803.000,- 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : 

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

sejumlah Rp.   25.264.986.000,-  

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 490.772.001.000,- 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 120.129.670.000,- 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp.   38.955.789.000,- 

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.   94.704.427.000,- 

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 
Daerah Lainnya  Rp.    4.190.873.000,- 

 
 

Pasal 3 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 470.637.246.000,- 

b. Belanja Langsung  sejumlah  Rp. 662.686.314.000,- 

(2) Belanja . . . . . 
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(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari :  

a. Belanja Pegawai  sejumlah Rp. 456.622.966.000,- 

b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 22.352.000,- 

c. Belanja Hibah  sejumlah Rp. 10.955.244.000,- 

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 350.000.000,- 

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ 
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 

sejumlah Rp.        686.684.000,- 

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,-

  

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.  29.875.668.000,- 

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 363.271.610.000,- 

c. Belanja Modal  sejumlah Rp. 269.539.036.000,- 

 

 
Pasal 4 

 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri 

dari : 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 105.790.644.000,- 

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 5.153.473.000,- 

 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 

 a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp.  105.790.644.000,-  

 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : 

 a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 
sejumlah Rp.      1.575.000.000,-  

 b. Pembayaran Pokok Utang  sejumlah Rp. 182.922.000,- 

 c. Pembayaran Bunga Utang  sejumlah Rp. 3.395.551.000,- 

   

Pasal 5 
 

(1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran 

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 

rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi 

anggaran. 

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk 

keperluan mendesak. 

(3) Keadaan . . . . . 
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(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) mencakup : 

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

 

Pasal 6 
 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
 
1. Lampiran I Ringkasan Rancangan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan Rancangan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Rancangan Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan  Kegiatan; 

5. Lampiran IVa Rekapitulasi Rancangan Penggunaan Sumber Dana 

menurut Jenis Pendapatan dan Penerimaan terhadap Jenis 
Belanja dan Jenis Pengeluaran; 

6. Lampiran V Rekapitulasi Rancangan Belanja Daerah Untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara; 

7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

8. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

9. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah; 

10. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah;  

11. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-
lain; 

12. Lampiran XI . . . . . . 
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12. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran ini;   

13. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan; 

14. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah; 

15. Lampiran XIV Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Belanja Daerah 
dalam APBD Tahun Anggaran 2016; 

16. Lampiran XV Sinkronisasi Prioritas Provinsi Jawa Tengah dengan 

Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2016. 

 

Pasal 7 
 

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

 

Pasal 8 
 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal. 

 

Ditetapkan di Tegal 

pada tanggal 23 Desember 2015                          

WALIKOTA TEGAL, 

 

ttd 

 
SITI MASITHA SOEPARNO 

 
 

 
 

Diundangkan di Tegal 
pada tanggal   23 Desember  2015 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 
 

 

ttd 

                     DYAH KEMALA SINTHA 
 

           LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 5 

 

 

 
 
 

 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 5 /2015 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 
 

ttd 

 
I. SUTJIPTO, S.H. 

Pembina Tingkat I 
              NIP.19580102 198603 1 015 


